


LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN WAKATOBI
_TAHUN2010 ______

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WAKATOBI,

Penyusunan Peraturan Desa.

gingat = 1. Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1889

Penyelenggaraan Negara yand Bersih dan Bebas

Indonesia Nomor 3851);

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA

imbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang
pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusuna
Desa, maka Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan
Keputusan Kepala Desa harus disusun secara benar sesual
dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik penyusunannya,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, peru membentuk Peraturan Daerah Kabupaten
\Wakatobi tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme

n Peraturan

tentang
dari Korupsl,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten
Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 MNomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338);




10.

Undang-Undang Momor 10 Tahun 2004 tentang Pembentg
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Reg
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Ne
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerink
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor 125, Tambahan Lembaran Megara Republik Indof
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang terakhir de
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perub
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indon
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Rep
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimba
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah D@
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomar
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koort
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Rep
Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Ni
Republik Indonesia Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang |
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor* 45

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Ped
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerinl
Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun |
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind@
Nomor 4533); |

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pemb
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan [
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Le
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Ta
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

lapkan

Peraturan Daerah MNomor 3 Tahun 2008 tentang
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan [N
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten
Tahun 2008 Nomor 3);

11. Peraturan Daerah

. Peraturan Menter Dalam M

. Peraturan Menteri Dalam M

14, Peraturan Mente

DEWAN PERW

 PERATURAN DAERAH KABUPATEN w
" PEDOMAN PEMBENTU

peraturan Daerah |
Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
pamerintah Daerah adalah pemerintah Kabu

. Pupati adalah Bupati Wakatobi.

ewan Perwakilan Rakyat Daerah yang S
Perwakilan

Hiekretaris Daerah adalah

Kecamatan adalah

Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman

' intahan Desa
isasi dan Tata Kera Pemerin .
Ffen%;il:anﬁ%aoe:g:%ahupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 8);

egeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang

Daerah;
‘e dan Bentuk Produk Hukum
- egeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang

Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah,

ri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006
h dan Berita. Daerah.

tentang

Lembaran Daera

Dengan Persetujuan Bersama

AKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

dan
BUPATI WAKATOEI

MEMUTUSKAN:

AKATOBI TENT ANG

KAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN

PERATURAN DESA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
ni yang dimaksud dengan .

paten Wakatobi.

elanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan

Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi. |
sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.

wilayah kerja Camat sebagal Perangkat Daerah Kabupaten.




7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah

8.

10. Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disil
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh
12. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditel
13. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan ocleh Kepala Desa

14. Program Legislasi Desa adalah instrument perencanaan program pembef

{1) Peraturan Desa di tetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD.
(2) Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan De

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pen|

(4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh bertenl

Pasal 3

n Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setel
raturan Perundang-undangan yang baik

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati d
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh Peme
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan meng
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
Republik Indonesia.

gin membentuk Peratura
jusarkan pada asas pembentukan Pe

bliputic

kejelasan tujuan;

kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat,
kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
dapat dilaksanakan;

kedayagunaan dan kehasilgunaan;

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai
penyelenggara Pemerintahan Desa.

kojelasan rumusan; dan
BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi

penyelenggaraan  Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelengl kelerbukaan.
Pemerintahan Desa. '

Pasal 4

i dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, adalah
T aran Pél undangan harus mempunyal

o ) Asas kejelasan tujuan seb :
hahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-

fujuan yang jelas yang hendak dicapai.
t sebagaimana dimaksud
| bagaan atau organ pembentuk yang tepa ,
::E;klféesg :‘ﬁuruf b, adalah ba_hwa setiap bgaﬂr:m{;ﬁﬁ;fg:ﬁﬂr;gﬁg_ﬁ:g::g::
harus dibuat oleh lembaga/ pejabat pembentu aneppy i i
berwenang. Peraturan Perundang-undangan te i
.l:agl dem hukn.sn, apabila dibuat oleh lembagal pejabat yang tidak bemenangl; !
jeni materi muatan sebagaimana dimaksud dalam
gl ﬁ:g dalam pembentukan Peraturan Perundang-
atikan materi muatan yang tepat dengan

oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Pe
Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa
Peraturan Kepala Desa.  °

Peraturan Desa yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis. | Asns kesesuaia

pasal 3 huruf c, adalah ba
undangan harus benar-benar memperh

ASAS Pg’:gé:ﬂum jonis Peraturan Perundang- undangan. . s
i i dimaksud dalam Pasa uruf d,
Pasal 2 Asas dapat dilaksanakan wbagauman:erammn il Bl & o

setia pembentukan _
:r:r:u:emilungkgn efektivitas Peraturan Perundang- undangan tersebut didalam

imasyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

i perundang-undangan dibuat
{ & adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan
::::n: : memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur

kihidupan bermasyarakat, berbangsa dan bermegara. T

' i i d dalam Pasal 3 huruf f, acala

| |asan rumusan sebagaimana dimaksu 'asa . .

ﬂ:::u: .E,J:iiap Peraturan Perundang-undangan harus ma:pe..um paf[fsg:rr‘a':{aérge:t:::
penyusunan Peraturan Perundang- undangan, sistematika dan pil

lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi
memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

dengan kepentingan umum dan/ atau Peraturan Perundang-undangan yang
tingai. '




terminoclogy, serta bahasa hukumya jelas dan mudah dimegerti, sehingga

i - : BABV
BN, P SRUIACTND NSRS (EAV) PRI anya. PERSIAPAN DAN PEMBAHASAN

Bagian Kesatu
Persiapan

Pasal 8
Peraturan Desa diprakarsai olen Pemerintah Desa dan da

(7) Asas keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf
dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan r‘nuﬁa:i a;arf: an
persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. D
demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang selués
untuk memberkan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Peru d

usunan Rancangan pat

undangan.
- anal dari usul inisiatif BPD.
BAB Il
MATERI MUATAN Bi_agiap Kedua
Partisipasi Masyarakat
Pasal 5 R

Jenis Peraturan Perundang-undangan pada i iputi :
Ii} gan pada tingkat Desa meliputi : Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan

lerhadap Rancangan Peraturan Desa.

| Masukan secara tertulis maupun lisan
pada ayat (1), dapat dilakukan dalam pro
Desa.

| Mekanisme penggunaan hak sebagaima
|anjut dalam Peraturan Bupati.

a. Peraturan Desa;
dari masyarakat sebagaimana dimaksud

b. Peraturan Kepala Desa;
ses penyusunan Rancangan Peraturan

c. Keputusan Kepala Desa.
na dimaksud pada ayat (1) diatur lebih -

Pasal 6

(1) Mdatfrj'n muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hi Bagian Ketiga
adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Pembahasan
pmjbangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih
dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. ' i Faml 18
(2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 gangan Peraturan Desa dibahas secara bersama oleh Pemerintan Desa dan BF.
' Pasal 11

b adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.
ngan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa, dapat ditarik kemball

(3) Materi muatan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam P
' um dibahas bersama BPD.

huruf ¢ adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan D '
Desa yang bersifat penetapan. . dan e Bagian Keempat
BAB IV Evaluasi
PERENCANAAN PENYUSUNAAN Pasal 12
Pasal 7 i) fancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum

(1) Perencanaan penyusunan Peraturan Desa dilakukan dalam suatu pire

Legislasi Desa.

(2) Pedoman penyusunan program Legislasi i i j
. . egislasi Desa diatur lebih lanjut cleh P
Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan F‘E:runu:langul..ln:ilslnganl yang h-erl.' "

pungutan dan penataan ruang yang
dilatapkan oleh Kepala Desa paling
[Jesa kepada Bupati melalui Camat un

lama 7 (tujuh) hari disampaikan oleh Kepala
tuk dievaluasi.
) Manil evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayrrnt (1

ala Desa paling lama 20 (dua puluh) har kerja

disampaikan oleh Bupati kepada Kep 53 p
sajak Rancangan Peraturan Desa tersebut diterima.



Bagian Keenam
Pengumuman

Pasal 17

{1} Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
dimuat dalam Berita Daerah untuk diumumkan.

(3) Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendap
dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa di
menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
Belanja Desa (APB Desa) menjadi Peraturan Desa.

(4) Apabila Bupati menyatakan hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan B

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah sesuai dengan kepentingan uf ala Desa sebagaimana dimaksud
dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa meneta| ) Pengumuman l?eraturan dﬂﬁsg iar:tapr?;a Et,l:::;: »
Rancangan Peraturan Desa tersebut menjadi Peraturan Desa. pada ayat (1) dilakukan olen S€& @ dapat

) Pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat

5) Apabila Bupati menyatakan hasil evaluasi Ra Peraturan Desa tidak sel :
(5) Ap p y uasi Rancangan didelegasikan kepada Sekretaris Desa.

dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih fil
Kepala Desa bersana BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh)
kerja sejak diterimanya hasil evaluasi. '

{6) Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan
Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa mef

BAB VI
PENYAMPAIAN PERATURAN DESA

Pasal 18
ala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagal

: . i i Kep
Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud sekal faturan Desa disampaikan oleh Kep j i setelah ditetapkan.
menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun sebelumnya. an pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari s& P
Bagian Kelima BAB VIl
Penetapan dan Pengesahan PENYEBARLUASAN
Pasal 13 Pasal 19

(1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa | annya wajib disebarluaskan kepada
BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetag

menjadi Peraturan Desa.

aluran Desa dan peraturan pelaksana
Wasyarakat oleh Pemerintah Desa.

(2) Penyampaian Peraturan Desa sebagimana dimaksud pada 'ayrat (1) dilaku BAB Vi
dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal persetul TEKNIK PENYUSUNAN
bersama. Pasal 20

Pasal 14

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, wajib dite r-
oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu pi
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa ters

dan Keputusan Kepala Desa
Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa
4 5::E$;‘:igﬁu§; dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

i [ ran Desa, Peraturan Kepala Desa
{}) Ketentuan mengenal teknik penyusunan Perat&':maksud 1) WAk

imana
dan Keputusan Kepala Desa EEbl?ag;lLa“ tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

dalam lampiran, yang merupakan

Pasal 15
inl,
Peraturan Desa wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan. i BAB IX
AWASAN
Pasal 16 PEMBINAAN DAN PENG
Pasal 21

(1) Peraturan Desa sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempuf
kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan [
tersebut.

(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berlaku surut:

i ntukan Peraturan Desa, Peraturan
{1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pembe B Ko mmiater

Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa dilakukan




(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilak
melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi,

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang men
pelaksanaanya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Da
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi -
pada tanggal €7-%~ 2

BUPATI WAKATOBI,
Ttd & Cap
HUGUA .

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 27-%~- 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

HARDIN LAOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2010 NOMOR §

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA
DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, Desa atau sebutan

i diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

mpat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui. Dalam rangka

gaturan kepentingan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa bersama

erintah Desa menyusun Peraturan Desa dan Kepala Desa menyusun peraturan

aksanaannya, yaitu Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa harus

i i [ ik penyusunannya.
usun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan tekni
lu'IleJ itu periu adanya pedoman penyusunan dan standarisasi bentuk Peraturan Desa,
raluran Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

TEKNIK PENYUSUNAN

Kerangka struktur Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala
Desa terdini dani :

A Penamaan/Judul;

B, Pembukaan,

;. Batang Tubuh;

D Penutup; dan

£, Lampiran (bila diperiukan).

Urajan dari masing-masing substansi karapgka_ Peraturan Desa, Peraturan Kepala
Desa dan Keputusan Kepala Desa, sebagal berikut

A, Penamaan / Judul

1. Setiap Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala
Desa mempunyal penamaan/judul.

2. Penamaanfjudul Peraturan Desa, Peraturan I{:.egalq Desa dan Keputusan
Kepala Desa memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun dan
tentang nama peraturan atau keputusan yang diatur. -

a, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepa
> g:zaa dI::;::urs?:gk.ﬁsdan mencerminkan isi Peraturan Desa, Peraturan
Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

4 Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca.




Contoh Penulisan Penamaan/Judul:
a. Jenis Peraturan Desa

PERATURAN DESA .......cccerrerurranns
NOMOR ...... TAHUN 200...
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

b. Jenis Peraturan Kepala Desa

PERATURAN KEPALA DESA ..........ccovneeeae
NOMOR .... TAHUN 200...

TENTANG

IURAN PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA
c. Jenis Keputusan Kepala Desa

KEPUTUSAN KEPALA DESA ........ccconnsnnn
NOMOR ..... TAHUN 200...

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA HARI ULANG TAHUN RI KE 61

B. Pembukaan .

1. Pembukaan pada Peraturan Desa terdiri dari :

Frasa " Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa",

Jabatan pembentuk Peraturan Desa.

Konsiderans;

Dasar Hukum;

Frasa "Dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan
dan Kepala Desa™;

f.  Memutuskan; dan

g. Menetapkan.

®Paoow

2. Pembukaan pada Peraturan Kepala Desa terdiri dari:
Frasa " Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa",
Jabatan pembentuk Peraturan Kepala Desa.
Konsiderans:;

Dasar Hukum);

Memutuskan; dan

Menetapkan.

e o

12

mbukaan pada Keputusan Kepala Desa terdiri dari;
e 1 Frasa "DSngan Rghmat Tuhan Yang Maha Esa",
Jabatan pembentuk Keputusan Kepala Desa,
Konsiderans,
Dasar Hukum; dan
Memutuskan,

NJELASAN

' Frasa "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa",

[ Maha Esa" merupakan
ta frasa yang berbunyi "Dengan Rahmat Tuhan Yang
::t: yang ylrmar%s ditulis dalam Peraturan Desa, Peraturan Kepala '.‘.J'emli d.ll:l
Keputusan Kepala Desa, cara penulisan seluruhnya huruf kapital dan tidak diakh

landa baca.

Contoh:
o DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

. Jabatan

Keputusan
mbentuk Peraturan Desa, Peraturan I_(epala Desa dan
iit;;aatlgnnza. ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma ().

Contoh:

Konsiderans

i . i "Meni i t uraian llnlgklt
Konsiderans harus diawali dengan kata Man!mbang yang memua
m:;r:'uséenai pokok-pokok pikiran yang menjadi |atar bglakang. alasan-alasan n“n.
landasan yuridis, filosofis, sosiologis, dan politis dibentuknya Peraturan Uesa,
peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala l:je:sa. _
Ji?cra konsiderans terdiri dari lebih satu pukc:l'_: P'IkITE.r_'I, ma_ka tiap-tiap r&akqt pikl::?
dirumuskan pengertian, dari tiap-tiap pokek pikiran diawali dengan huruf &, b, ¢, dst,
dan diakhiri dengan tanda titik koma ().

Contoh :
Menimbang : a. ,

[lasar Hukum

i i i i ' | dasar

Hukum diawali dengan kata "Mengingat® yang harus memua
4 ﬁff:rrn h:gi pembuatan produk hukum. Pada bagian ini perlu dtmug’c pula jika
ada peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dibentuknya

13



2)

3)

4)

5)

6)

Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa @ L

yang mempunyai kaitan langsung dengan materi yang akan diatur.

Dasar Hukum dapat dibagi 2, yaitu :

a) Landasan yuridis kewenangan membuat Peraturan Desa, Peralul
Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa; dan '

b) Landasan yuridis materi yang diatur.

Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jenis peraturan perunt
undangan yang tingkat derajatnya lebih tinggi atau sama dengan produk hul
yang dibuat.

Catatan : Keputusan yang bersifat penetapan, Instruksi dan Surat Ed
tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum karena tidak te
jenis peraturan perundang-undangan.

Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarkhi peratl
perundang-undangan, atau apabila peraturan perundang-undangan terse
sama fingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan |
pembentukannya, atau apabila peraturan perundang-undangan
dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomaor
pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.

Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran Negara Repl
Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lemb
Daerah, dan Tambahan Lembaran Daerah (kalau ada).

Jika dasar hukum lebih dari satu peraturan perundang-undangan, ma
dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3, dst dan diakhiri dengan |
baca titik koma (;)

Contoh penulisan Dasar Hukum:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentl
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repl
Indonesia Tahun 2004 MNomor 53, Tambahan Lemb
Negara Republik Indonesia Nomor 4383);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang [
(Lembaran Negani Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4548);

3, Peraturan Menteri ... Nomor... Tahun ... tentang

4. Peraturan Daerah ... Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lemb
Daerah Tahun ... Nomor ... , Tambahan Lembaran Da
Nomor ...)

Frasa "Dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala
Desa" Kata frasa yang berbunyi "Dengan persetujuan ‘bersama Badan
Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa", merupakan kalimat yang harus
dicantumkan dalam Peraturan Desa dan cara penulisannya dilakukan sebagal

berikut ;

1) Ditulis sebelum kata MEMUTUSKAN;

?) Kata "Dengan Persetujuan Bersama", hanya huruf awal kata ditulis dengan
huruf kapital,

3) Kata "antara” serta "dan", semua ditulis dengan huruf kecil; dan

4) Kata "Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa" seluruhnya ditulis
dengan huruf kapital.

conton: Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. ......ocoecvsninans
KEPALA DESd:': ......................
Memutuskan

Kata "Memutuskan® ditulis dengan huruf Kapital, dan diakhiri dengan tanda baca
titik dua ( : ). Peletakan kata MEMUTUSKAN adalah ditengah margin.

. Menetapkan

Kata "menetapkan:" dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan
ke bawah dengan kata "Menimbang” dan “Mapgmgat". Huruf awal kata
“Menetapkan" ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua
().
Contoh :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : ........ocooimieenen dst.
Penulisan kembali nama Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau

Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan dilakukan sesudah kata
"Menetapkan" dan Cara penulisannya adalah :

- Menuliskan kembali nama yang tercantum dalam judul;

- Nama tersebut di atas, didahului dengan jenis peraturan yang
bersangkutan,

- Nama dan jenis peraturan tersebut, ditulis dengan huru' kapital dan
diakhiri dengan tanda baca itik (.).




Pada Peraturan Desa sebelum kata "MEMUTUSKAN" dicantumkan frasa;
Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ........cccccennns

dan
KEPALA DESA .....ccoevnnvnnennee

Contoh :
a) Jenis Peraturan Desa
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DESA

.......................

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANIS

PEMERINTAH DESA ......ccccooeemunees

-

b) Jenis Peraturan Kepala Desa MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA ........cccoeee.. TENTH

TATA CARA PUNGUTAN UANG SAMPAH

c) Jenis Keputusan Kepala Desa
- MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA ........ccocones. TENT,
) PENUNJUKAN PETUGAS JAGA SISKAMLING.

Catatan :
Contoh pembukaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Kep
Kepala Desa secara keseluruhan dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Peraturan Desa

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA .......cccciiiniin

¥
Menimbang : 8. .o .
B Givaiesncininmait a i b AR n s i
- e SaEe e T S dst;
Mengingat B T R . o A e S P e T i
B, acsesnsarnarremsrarerrri i lAAERAA AT R NN :
3, ....dst;

Dengan persetujuan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ..oovusussensnsasnss
dan

KEPALA DESA ..cocccnmmmmrmsnranass
MEMUTUSKAN:

ANG
. PERATURAN DESA  cmmsssssesssns TENT
Vanstapis KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

PEMERINTAH DESA ...c.covmnnnmmmiaansas

Peraturan Kepala Desa Ditulis seperti huruf a tapi dengan persetujuan
bersama tidak usah diketik.

MEMUTUSKAN:

... TENTANG
n : PERATURAN KEPALA DESA ....cccouinin:
R TATA CARA PUNGUTAN UANG SAMPAH.

Keputusan Kepala desa
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ..oocmvvvemnny

Menimbang & a. .
B ot o— =t
Mengingat L ¥ :
R e
....... TENTANG
ka « KEPUTUSAN KEPALA DESA ........
i PENETAPAN PETUGAS SISKAMLING.
KEDUA ...... o
KETIGA 0 cieesmescsmmmssssssmmsessnssssasasssssimsaniasmanesio:

C. Batang Tubuh

Batang Tubuh memuat semua materi yang dirumuskan dalam pasal ﬁs?ll atau
diktum-diktum. Batang tubuh yang dirumuskan dalam pasai-pasai adalah jenis



Peraturan Desa dan Peraturan. Kepala Desa yang bersifat mengd
(Regelling), sedangkan jenis Keputusan Kepala Desa yang bersifat penetaf

(Besehikking), batang tubuhnya dirumuskan dalam diktum-diktum.

Uraian masing-masing batang tubuh, sebagai berikut :
1. Batang Tubuh Peraturan Desa

a. Batang Tubuh Peraturan Desa
1) Ketentuan Umum,
2) Materi yang diatur;
3) Ketentuan Peralihan (kalau ada); dan
4) Ketentuan Penutup.

b. Pengelompokan materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf
merupakan keharusan.

Jika Peraturan Desa mempunyai materi yang ruang lingkupnya san

luas dan mempunyai banyak pasal, maka pasal-pasal tersebut d

dikelompokkan menjadi Bab, Bagian dan Paragraf. Pengelompol

materi-materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf dilakukan atas d
kesamaan kategori atau kesatuan lingkup isi materi yang diatur.

Urutan penggunaan kelompok adalah :

1) Bab dengan pasal-pasal, tanpa bagian dan paragraf;

2) Bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf;

3) Bab dengan bagian dan paragraf yang terdiri dari pasal-pasal.

c. Tata cara penulisan Bab, Bagian Paragraf, Pasal dan ayat dit

sebagai berikut :

1) Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul Bab seff

ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

BAB |
KETENTUAN UMUM

2) Bagian diberi nomor unit dengan bilangan yang ditulis dengan
huruf kapital dan diberi judul. Huruf awal kata Bagian, urutan
bilangan, dan judul Bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuall

huruf awal dari kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa,

Contoh :
BAB Il
—— JUDUL BAB ......... )

Bagian Kedua
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3) Paragraf diberi nomor urut den

gan angka arab dan diberi judul.
f dan huruf awal judul paragraf
angkan huruf lainnya setelah huruf

pertama ditulis dengan huruf kecil.

Huruf awal dalam judul paragra
ditulis dengan huruf kapital, sed

Contoh :
Bagian Kedua
{ caranunae Judul Bagian ......... )
Paragraf Kesatu

gy o at satu norma dan
lah satuan aturan yang memu

9 Eﬁﬂfﬂn d-:?a'\"l satu kalimat. Materi Earaturan Desa lebih bal;h
dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas dari pa :l
dalam beberapa pasal yang paqjang dan memuat babarap? ayat,
kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu W
serangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Pasal ]:Ilb:ari nomaor : ¥
dengan angka arab, dan huruf awal kata pasal ditulis dengan hu

kapital.

E tgh M
e Pasal 5

inci i i diberi
t adalah merupakan rincian dar pasal, penulisannya
’ ‘:g:'u; unit dengaﬁ angka arab di antara tanda baca kurung tanpa

diakhiri tanda baca. Satu ayat hanya mengatur satu hal dan
dirumnuskan dalam satu kalimat.

Contoh :
- Pasal 21

an unsur, maka di samping

: t rinci
Jika satu pasal atau ayat memuat ri dapat pula

i an dalam bentuk kalimat yang biasa,
i dalam bentuk tabulasi.

dipertimbangkan penggunaan
Contoh :
Pasal ....

harus memuat

? k -kurangnya
Kartu tanda iuran pedagang sekurang-xurands ot i oy

nama pedagang, jenis dagangan, besarnya

edagang. _ )
1psi pgsa'lgini dapat lebih mudah dipahami dan jika dirumuskan

sebagai berikut :
19




Kartu tanda iuran sekurang-kurangnya harus memuat :
a. nama pedagang,

b. jenis dagangan;

c. besarnya iuran; dan

d. alamat pedagang.

Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan tabu

hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian

kesatuan dengan kalimat berikut :

Setiap rincian diawali dengan huruf abjad kecil,

Setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);

Jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur-unsur yang |

kecil, maka unsur yang lebih kecil dituliskan agak ke dalam.

Kalimat yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi ta

baca titik dua (:);

f. Pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat.
Jika rincian lebih dari empat tingkat, maka perlu
dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan ke
dalam beberapa pasal.

apo

Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai ring

yang kumulatif, maka perlu ditambahkan kata "dan" di be
rincian kedua dari belakang.

Contoh :
a Tiap-tia'lp rincian ditandai dengan huruf a
seterusnya.
) iR
A R P ; dan
- PR S R K

b. Jika suatu rincian memerlukan perincian lebih la

maka perincian itu ditandai dengan angka 1, 2, ¢

seterusnya.

(B) oerronirmvernrnamynrnsnnarnunsidnnisabineasna
A S —— :
R, ; dan
R ——— :

L PN -
- S — :dan
B o faAp A AT -

[ P ———— L -
1) erreneessnmasseesas s 1 ’
2)  cceremsesssssassssnssssnenninaninie H II":
| Je——— R PRI :

Gambaran penulisan kelompok Batang Tubuh
secara keseluruhan adalah

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
(1si Pasal 1)

BABII
(Judul Bab)

Pasal ...
(Isi Pasal)

BAB Il
(Judul Bab)

Bagian Kesatu
(Judul Bagian)

Paragraf Kesatu .
(Judul paragraf)

Pasal ....

(1) (Isi ayat);
(2) (Isi ayat);
Perincian ayat :

B.  cesmrvsssaresanres : dan
'+ TR i
1. Isisub ayat;
2. cccensrasssmssamnnnne '
. S
a) (perincian sub ayat);
D) eeeeesansenaninensnne .
L R s
1) (perincian mendetail darl
sub ayat);



Penjelasan masing-masing kelompok batang tubuh adalah :

a.

Ketentuan Umum

Ketentuan umum diletakkan dalam Bab Kesatu ata
1 ! u dalam
pertama, jika tidak ada pengelompokan dalam bab.

Ketentuan umum berisi :

1) Batasan dari pengertian;
2) g;r:‘lgkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan

3) Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlak i
berikutnya. yang beriak ba pee

Jika katantqan umum berisi lebih dari satu hal, maka setiap b
dari p,ang-._a::han dan singkatan atau akronim diawali dengan angka
dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh :
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabu
Sukabumi.

-----------
..........................................................

Urutan pengertian atau istilah dalam Bab Ketentuan Umum hend '

mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Pengertian atau istilah yang ditemukan lebih dahulu dalam
yang diatur ditempatkan teratas.

2. Jika pengertian atau istiah mempunyai hubungan atau
dengan pengertian atau istilah terdahulu, maka pengertian
istilah yang ada hubungannya itu diletakkan dalam satu ke
berdekatan.

Ketentuan Materi yang akan diatur.

Materi yang diatur adalah, semua obyek yang diatur secara si
sesual _dengan luas lingkup dan pendekatan yang dipergunakan,
yang diatur harus memperhatikan dasardasar dan kaidah-kaidah
ada seperti .

c.

1) Landasan hukum materi yang diatur artinya dalam menyusun
materi Peraturan Desa harus memperhatikan dasar hukumnya,

2) Landasan filosofis, artinya alasan yang mendasari diterbitkannya
Peraturan Desa.

3) Landasan sosiologis, maksudnya agar Peraturan Desa yang
diterbitkan jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilal yang
hidup di tengah-tengah masyarakat, misalnya adat istiadat, agama.

4) Landasan politis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan
dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di
tengah-tengah masyarakat.

5) Tata cara penulisan materi yang diatur adalah :

a) Materi yang diatur ditempatkan langsung setelah Bab
Ketentuan Umum atau pasal-pasal ketentuan umum jika tidak
ada pengelompokan dalam bab.

b) Dihindari adanya Bab tentang Ketentuan Lain-lain. Materi yang

akan dijadikan materi Ketentuan Lain-lain, hendaknya
ditempatkan dalam kelompok materi yang diatur dengan judul
yang sesuai dengan materi tersebut.
Ketentuan Lain-lain hanya dicantumkan untuk ketentuan yang
lain dari materi yang diatur, namun mempunyai kaitan dan perlu
diatur. Penempatan bab Ketentuan Lain-lain dicantumkan pada
bab atau pasal terakhir sebelurn Bab Ketentuan Peralihan.

Ketentuan Peralihan

Ketentuan Peralihan timbul sebagai cara mempertemukan antara azas
mengepai akibat kehadiran peraturan baru dengan keadaan sebelum
peraturan baru ity berlaku. Pada azasnya pada saat peraturan blru
berlaku, maka semua peraturan lama beserta akibat-akibatnya menjad|
tidak beriaku., Kalau azas ini diterapkan tanpa memperhitungkan
keadaan yang sudah berlaku, maka dapat timbul kekacauan hukum,
ketidakpastian hukum atau kesewenang-wenangan hukum.

Untuk menampung akibat berlakunya peraturan baru terhadap
peraturan lama atau pelaksanaan peraturan lama, diadakan ketentuan
atau aturan peralihan. Dengan demikian Ketentuan Peralihan berfungsl

1) Menghidari kemungkinan terjadinya kekosongan  hukum
(Rechtsvacuum).

2) Menjamin, kepastian hukum (Rechtszekerheid).

3) Perlindungan hukum {Rachi:sbesaherming}, bagi rakyat atal
kelompok tertentu atau orang tertentu.

Jadi pada dasarmya, Ketentuan Peralihan merupakan "penyimpangan

terhadap peraturan baru itu sendiri.
Suatu penyimpangan yang tidak dapat dihindari (Necessery evil) dalar



rangka mencapai atau mempertahankan tujuan hukum secara
keseluruhan (ketertiban, keamanan dan keadilan). Penyimpangan ini
bersifat sementara, karena itu dalam rumusan Ketentuan Peralihan
harus dimuat keadaan atau syarat-syarat yang akan mengakhiri masa
peralihan tersebut. Keadaan atau syarat tersebut dapat berupa
pembuatan peraturan pelaksanaan baru (dalam rangka melaksanakan
peraturan baru) atau penentuan jangka waktu tertentu atau menga
secara penuh keadaan yang lama menjadi keadaan baru.

d. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh

Peraturan Desa, yang biasanya berisi ketentuan-ketentuan sebagal

berikut :

1) Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang diikutsertaka
dalam melaksanakan Peraturan Desa, yaitu berupa :

a) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan (eksekutif)
yaitu menunjuk pejabat tertentu yang diberi kewenangan un
melaksanakan hal-hal tertentu.

b) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur (legislatif), ya
pendelegasian kewenangan untuk membuat peratu
pelaksanaan (Peraturan Kepala Desa).

2) Nama singkatan (Citeer Titel).
3) Ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Desa de
melalui cara-cara sebagai berikut :

a) Penetapan mulai berlakunya Peraturan Desa pada suat
tanggal tertentu; .

b) Saat mulai berlakunya Peraturan Desa tidak harus sama un
seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda).

4) Ketentuan tentang pengaruh Peraturan Desa yang baru terhad '

Peraturan Desa yang lain.

2. Batang Tubuh Peraturan Kepala Desa

a. Peraturan Kepala Desa adalah bersifat Mengatur (Regelling).

1) Batang tubuh Peraturan Kepala Desa memuat semua materi yan
akan dirumuskan dalam pasal-pasal.

2} Pengelompokan dalam batang tubuh terdiri atas :
a) Ketentuan Umum;
b) Materi yang diatur;
c) Ketentuan Peralihan (kalau ada);
d) Ketentuan Penutup,

3) Materi muatan Peraturan Kepala Desa adalah merup
pelaksanaan dari Peraturan Desa.

4) Tata cara perumusan dan penulisan materi muatan batang tubuh

Peraturan Kepala Desa, sama halnya dengan tata cara perumusan
dan penulisan materi muatan Peraturan Desa.

b. Keputusan Kepala Desa adalah bersifat Penetapan (Besehiking).

1) Batang Tubuh Keputusan Kepala Desa memuat semua mater|
muatan keputusan yang dirumuskan dalam diktum-diktum.

2) Pengelompokan dalam batang tubuh terdiri atas materi yang akan
diatur.

Contoh :
KESATU

KEDUA S

3) Diktumn terakhir menyatakan Keputusan dinyatakan mulal berlaku
pada tanggal ditetapkan.
Catatan :
Ketentuan Umum dan Ketentuan Peralihan tidak perlu ada dalam
Batang Tubuh, karena Keputusan Kepala Desa yang bersifat
penetapan adalah konkrit, individual dan final.

D. Penutup

Penutup suatu Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala

Desa, memuat hal-hal sebagai berikut :

a. Rumusan tempat dan tanggal penetapan, diletakkan di sebelah kanan,

b. Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan pada akhir kata diberl tanda
baca koma,

¢. «Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital tanpa
gelar dan pangkat;

d. Penetapan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala
Desa ditandatangani oleh Kepala Desa;

. Penjelasan

Adakalanya suatu Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa memeriukan
penjelasan, baik penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal.

Pada Bagian penjelasan umum biasanya dimuat politik hukum yang
melatarbelakangi penerbitan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa yang
bersangkutan. Pada bagian penjelasan pasal demi pasal dijelaskan mater| dari
norma-norma yang terkandung dalam setiap pasal di dalam batang tubuh.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjelasan adalah :

1 Pembuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala
Desa agar tidak menyadarkan argumentasi pada penjelasan, tetapi harus
berusaha membuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan
Kepala Desa yang dapat meniadakan keraguraguan dalam interprestasi.
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o

10.
11.
12.
11.3.

PERUBAHAN PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA AT

Naskah penjelasan disusun (dibuat) bersama-sama dengan Rancangan
Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa yang bersangkutan.
Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran atau materi tertentu.
Penjelasan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan
lain,
Judul penjelasan lama dengan judul Peraturan Desa dan, Peraturan Kepala
Desa atau Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan.
Penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal yang
pembagiannya dirinci dengan angka romawi.
Penjelasan umum memuat uraian sistimatis mengenai latar belakang pemikiran,
maksud dan tujuan penyusunan serta pokok-pokok atau azas yang dibuat
dalam Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa.
Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab
jika hal itu lebih memberikan kejelasan. ]
Tidak boleh bertentangan dengan apa yang diatur dalam materi Peraturs :
Desa, atau Peraturan Kepala Desa.

Tidak boleh memperluas atau menambah norma yang sudah ada dalam batang
tubuh.
Tidak boleh sekedar pengulangan semata-mata dari materi Peraturan Desa,
Peraturan Kepala Desa, atau Keputusan Kepala Desa.

Tidak boleh memuat istiah atau pengertian yang sudah dimuat dalam
ketentuan umum.

Beberapa pasal yang tidak memerlukan penjelasan, dipisahkan dan dibe
keterangan cukup jelas. ;

KEPUTUSAN KEPALA DESA .

Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Des
dapat meliputi :

1. Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atall

Dalam mengadakan perubahan terhadap suatu Peraturan Desa, Peraturan I(epa
Desa dan Keputusan Kepala Desa, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagal
berikut :

b. Peraturan Desa diubah dengan Peraturan Desa, Peraturan Kepala

menghapus ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk Bab, Bagian
Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran,
diktum dan lain-lainnya.

Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang berbentuk Baby
Bagian, Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca;
lampiran, diktum dan lain-lainnya.

Dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya.
dengan Peraturan Kepala Desa sedangkan Keputusan Kepala Desa diubah
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dengan Keputusan Kepala Desa.

Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala
Desa dilakukan tanpa mengubah sistematika yang diubah.

Dalam penamaan disebut Peraturan Desa, Peraturan Kepal? Desa, Keputusan
Kepala Desa mana yang diubah dan perubahan yang diadakan itu adalah
perubahan yang keberapa kali.

Contoh perubahan yang pertama kali

PERATURAN DESA ...ccoonnmmmmsaummnnsnisas
NOMOR ...... TAHUN 200......

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA .....ccconeneeee. NOMOR ..., TAHUN 200.........
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Contoh perubahan selanjutnya :

PERATURAN DESA .....coces
NOMOR ........... TAHUN 200...........
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DESA .....ccormsmmsans NOMOR .......or.. TAHUN 200...0c00000000

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Dalam konsiderans Menimbang Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau
Keputusan Kepala Desa yang diubah, harus dikemukakan alasan- alasan atau
pertimbangan-pertimbangan mengapa peraturan yang lama periu diadakan
perubahan.

Batang tubuh Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala
Desa yang diubah, hanya ditulis dengan angka Romawi, dimana pasal-pasal
tersebut dimuat ketentuan sebagai berikut :

1) Pasal | memuat segala sesuatu perubahan dengan diawali penyebutan
Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Desa yang
diubah dan urutan perubahan-perubahan tersebut hendaknya ditandal
dengan huruf besar A, B, C dan seterusnya.

2) Pasal Il memuat ketentuan mengenai mulai berlakunya Peraturan Desa,
Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa perubahan tersebut.

Apabila Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa
sudah mengalami perubahan berulang kali, sebaiknya Peraturan Desa,
Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut dicabul dan
diganti Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa
yang baru.
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h. Apabila pembuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, atau Keputusan

Kepala Desa berniat mengubah secara besar-besaran demi kepentingan
pemakai, lebih baik apabila dibentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa
atau Keputusan Kepala Desa yang baru.

Cara-cara merumuskan perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa
atau Keputusan Kepala Desa (dalam Pasal 1) sebagai berikut :

1) Apabila suatu Bab, Bagian, Pasal atau ayat akan dihapuskan, angka satu
nomor pasal itu hendaknya tetap dituliskar tetapi tanpa isi, hanya dituliskan
"dihapus”.

Contoh ;
BAE V Pasal dihapus.

2) Apabila di antara dua pasal akan disisipkan suatu pasal baru yang tidak
merupakan suatu penggantian dari suatu pasal yang telah dihapuskan itu,
maka pasal baru itu tidak boleh ditempatkan pada tempat pasal yang
dihapuskan.

Dalam penulisannya pasal baru itu ditempatkan di antara kedua pasal
tersebut dan diberi nomor sesuai dengan pasal yang terdahulu dan
ditambahkan dengan huruf A (Kapital).

Contoh :

Apabila di antara Pasal 14 dan Pasal 15 akan disisipkan pasal baru, maka
pasal baru itu dituliskan dengan Pasal 14A.

3) Apabila diantara dua ayat akan disisipkan ayat baru, maka ayat baru itu

tersebut ditempatkan di antara kedua ayat yang ada dan diberi nomor

sesuai dengan ayat yang terdahulu dengan menambahkan huruf a.
Contoh :

Apabila diantara ayat (1) dan ayat (2) akan disisipkan ayat baru, maka
diletakkan diantara ayat (1) dan ayat (2) dan dituliskan ayat (la).

4) Apabila suatu perubahan mengenai peristilahan yang mempunyal

kesatuan makna, maka perubahannya diusahakan agar tidak menimbulkan
suatu pengertian baru.

Contoh :

Jika istilah "wilayah Dusun Kempul" akan diubah menjadi "wilayah Dusun
Mertaina", maka janganiah hanya mengubah perkataan "Kempul" menjadi
"Mertaina", tetapi seyogyanya perubahan tersebut dilakukan sebagal

berikut : wilayah Dusun Kempul diganti dengan wilayah Dusun
Mertaina.

V. PENCABUTAN PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA ATAU
KEPUTUSAN KEPALA DESA

Pencabutan dengan penggantian

Pencabutan dengan penggantian terjadi apabila F‘eraturan_ﬂes;, Peraturan
Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang ada digantikan dengan
Peraturan Desa, atau Keputusan Kepala Desa yang baru. Bentuk luar
(kenvorm) dari Peraturan Desa, atau Peraturan Kepala Desa atau Keputusan
Kepala Desa yang baru ini sama seperti lazimnya pada Peraturan Desa,
Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa lainnya.

Dalam pencabutan dengan penggantian ini, ketentuan pencabutan tersebut
dapat diletakkan di depan (dalam pembukaan).

Contoh :
Menimbang : a. bahwa .. tidak sesuai dengan perkembangan keadaan,
sehingga perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan ...,
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

Akan fetapi apabila ketentuan pencabutan tersebut diletakkan di belakang
(dalam ketentuan penutup). Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau
Keputusan Kepala Desa yang dicabut tersebut akan tercabut, tetapi tidak
beserta akar-akarnya, dalam arti Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau
Keputusan Kepala Desa tersebut tercabut, tetapi peraturan pelaksanaanya
masih dapat dinyatakan berlaku.

Contoh :
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 88

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa Cimanggls
Nomor 21 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Des:
dinyatakan tidak berlaku.

Pencabutan tanpa penggantian

1) Dalam pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atal
Keputusan Kepala Desa yang dilakukan tanpa penggantian, bentuk lua
(kenvorm) Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepali
Desa tersebut mempunyai kesamaan dengan perubahan Peraturan Desa,



2)

Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa, yaitu bahwa batang

tubuh Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala

Desa tersebut akan terdiri atas dua pasal yang diberi angka arab di mana

masing-masing pasal tersebut berisi :

- Pasal 1 . berisi tentang ketentuan cencabutan produk hukum daerah.

- Pasal 2 . berisi tentang ketentuan mulai berlakunya Peraturan
Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut.

Pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan
Kepala Desa juga dilakukan oleh Pejabat yang berwenang membentuknya

dan dengan peraturan yang sejenis.

RAGAM BAHASA

Ragam Bahasa yang dipakai dalam menyusun Peraturan Desa, Peraturan Kepala
Desa atau Keputusan Kepala Desa adalah :

Contoh:

PERATURAN DESA ...
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DESA ...
NOMOR ... TENTANG ...

A. Bahasa Perundang-undangan

1.

Bahasa perundang-undangan termasuk Bahasa Indonesia yang tunduk

pada kaidah tata Bahasa Indonesia yang menyangkut pembentukan kata,
penyusunan kalimat maupun pengejaannya. Bahasa perundang-undangan
mempunyai corak dan gaya yang khas yang bercirikan kejernihan
pengertian, kelugasan, kebakuan dan keserasian. y

Dalam merumuskan materi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, atau
Keputusan Kepala Desa, maka pilihlah kalimat yang lugas dalam arti tegas,
jelas dan mudah ditangkap pengertiannya, tidak berbelit-belit. Kalimat yang
dirumuskan tidak menimbulkan salah tafsir atau menimbulkan pengertian
yang blarbeda bagi setiap pembaca. Hindari pemakaian istilah yang
pengertiannya kabur dan kurang jelas. Istilah yang dipakai sebaiknya
sesuai dengan pengertian yang biasa dipakai dalam bahasa sehari-hari.

Hindari pemakaian :
a. Beberapa istilah yang berbeda untuk pengertian yang sama.
b. Satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.

Untuk mendapatkan kepastian hukum, istilah dan arti dalam peraturan
pelaksanaan harus disesuaikan dengan istilah dan arti yang dipakai dalam
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.

Apabila istilah tertentu dipakai berulang-ulang, maka untuk
menyederhanakan susunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau

Keputusan Kepala Desa dapat dibuat definisi yang ditempatkan dalam Bab
Ketentuan Umum.

Jika istilah tertentu dipakai berulang-ulang maka untuk menyederhanakan
susunan suku kata dapat menggunakan singkatan atau akronim.

Singkatan nama atau badan atau lembaga yang belum begitu dikfanal
umum dan bila tidak dimuat dalam Ketentuan Umum, maka setelah tulisan
lengkapnya, singkatannya dibuat di antara tanda kurung.

Dianjurkan sedapat mungkin menggunakan Istilah pembentukan Bahasa

Indn#-;esia. Pamal:l:gian {adgnpsi} istilah asing yang banyak dipakai dan sudah

disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat

dipertimbangkan dan dibenarkan, jika istilah asing itu memenuhi syarat :

a. Mempunyai konotasi yang cocok;

b. Lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa
Indonesia.

c. Lebih mudah tercapainya kesepakatan.

d. Lebih mudah dipahami dari pada terfjemahan Bahasa Indonesia.

B. Pilihan Kata atau istilah

Pemakaian kata "Kecuali"

Untuk menyatakan makna tidak termasuk dalam golongan, digunakan kata
"kecuall". Kata "kecuali" ditempatkan di awal kalimat jika yang dikecualikan

induk kalimat.

Contoh : '
Kecuali A dan B, setiap warga Desa wajib melaksanakan Siskamling.
Pemakaian kata "Disamping”. Untuk menyatakan makna termasuk, dapat
digunakan kata "disamping".

Contoh :

Disamping membayar iuran keamanan, warga yang _berstatus Pegawali
Negeri Sipil juga dikenai kewajiban melaksanakan Siskamling.
Pemakaian kata "Jika" dan kata "Maka".

Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digungkan kata
“jika" atau frasa "dalam hal". Gunakan kata "jika" bagi kemungkman_ ataq
keadaan yang akan terjadi lebih dari sekali dan setelah anak kalimat diawali

kata "make".

Contoh :
Jika terdapat warga Desa yang tidak melaksanakan Siskamling, maka

--------------------



4. Pemakaian kata "Apabila”.
Untuk menyatakan atau menunj i

tuk ! jukkan uraian atau penegasan waktu
Eﬂg:tcgpy_ra sesuatu, sebaiknya menggunakan kata "apabila” atau "bila".

Salah satu warga Desa dapat ti _
apabila sakit. pat tidak melaksanakan tugas Siskamling,

Pemakaian kata "dan”, "atau”, "dan atau".
a.  Untuk menyatakan sifat yang kumulatif, digunakan kata "dan".
Contoh :
A dan B wajib memberikan ..........c.c.....
b.  Untuk menyatakan sifat alternatif atau eksekutif digunakan kata "atau"
Contoh :
A atau B wajib memberikan ...................
c. Jrldr;t:i; ir;:.?yatakan sifat alternatif ataupun kumulatif, digunakan frasa
Contoh :
A dan atau B wajib memberikan ................
Untuk menyatakan istilah hak, digunakan kata "berhak"

Setiap warga Desa Tribuana yang telah berumur 17 (tu
uh bolas
berhak untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk {tlfI!P}. o

Untuk menyatakan kewenangan, digunakan kata "dapat”

! " . pat” atau kata "boleh".
Kata "dapat meril.llpal-:an kewenangan yang melekat pada seseorang
sedangkan kata "boleh” tidak melekat pada diri seseorang Untukl
menyatakan istilah kewajiban, digunakan kata "wajib". -

Contoh :

- Kepala desa dapat memberikan dispensasi bagi
sedang mengalami musibah. g agi warga yang

— Setiap warga Desa wajib membayar iuran keamanan.

Untuk men et - .
e yatakan istilah sekedar kondisi atau persyaratan, digunakan kata

Contoh :

Untuk menduduki suatu jabatan Kepala Urusan Keuangan, seorang
calon Kepala Urusan Keuangan harus teriebih dahuiu mengikuti

kursus Bendaharawan.
Untuk menyangkal suatu kewajiban atau kondisi yang diwajibkan,
digunakan frasa "tidak diwajibkan" atau "tidak wajib".

Contoh :
Warga Desa yang belum berumur 17 tahun dan belum kawin, tidak

diwajibkan untuk mengikuti pemilihan Kepala Dusun.

C. Teknik Pengacuan

1.

Untuk mengacu pasal lain. Digunakan frasa "sebagaimana dimaksud
dalam”. Sedangkan untuk mengacu ayat lain, digunakan (rasa
"sebagaimana dimaksud pada".

Contoh :

............... sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ......cccceienene
............... sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .o

Jika mengacu ke peraturan lain, pengacuan dengan urutan pasal, ayat dan
judul Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa.

" Contoh :

............. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat {2) Peraturan
Desa Cimanggis Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa.

Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok
yang diacu. Pengacuan hanya boleh dilakukan ke peraturan yang
tingkatannya sama atau lebih tinggi.

Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal
atau ayat yang diacu, dan hindarkan penggunaan frasa "pasal yang
terdahulu’ atau "pasal tersebut di atas" atau "Pasal ini".

Contoh !

Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(3), bertugas .........
Jika ketentuan dari pengaturan yang diacu memang dapat diberlakukan

seluruhnya, maka istilah "tetap berlaku" dapat digunakan.
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A. CONTOH

1. BENTUK PERATURAN DESA

PERATURAN DESA.......ccocnunmnaminmmn
NOMOR ......... TAHUN 200..

TENTANG

Menimbang

Mengingat

MMMMMMMMMMMMMMMMM (HURUF KAPITAL)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA...ocvoocssasssenrny

a bahwa.........;
b. bahwa.........;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Desa tentang
Mmmmmm Mmmmm Mmmmmm (mengulang judul/nomenklatur).

1. Undang-Undang Nomor ..... Tahun ... tentang ..o
woerin. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...

Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor ...},

2. Undang-Undang Nomor ..... Tahun ..... tentang ..........c. weeeevim
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ..... Nomor
... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor

------- %

3. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ...... tentang..........
..o.... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ..... Nomer
... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar

ail

4. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor ..... Tahun ...
tentang ........... .......... (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobl
Tahun ...... Nomor ..... Seri ...... 3

5. Kepres Nomor....... Tahun...... tentang.....

6. Kepmen Nomor...... Tahun...... tentang... ..

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....ccoouuienns
dan

KEPALA DESA.....cocnrnnnanin
MEMUTUSKAN :
. PERATURAN DESA TENTANG... (JUDUL/NOMENKLATUR)

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Menetapkan

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :
Desa adalah Desa .........cccvveeenieny

i

2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah DESA........ccconrrveiannns :
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa............
4 BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa..........oosmnene ;
5. ...Dst
BAB Il _
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
Pasal 2

Mmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmim
mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmm,

BAB
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Pasal ....

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mMmmmmmmmmm mmmmmDst

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
Pasal ...

(1) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmn
(2) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm:

a. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

b. Dst;



(3) MmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmL:
a. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm,
b, Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnmmmm mm:
1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;
2. Dst

BAB ....
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Bagian Kesatu
Mmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmim

Pasal ....

(1) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
(2) Dst,

Pasal ....
(1) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmim;
(2) Dst,

Bagian Kedua
Mmmmmmmmm Mmmmmmmmmm Mmmmmmmm

(1) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm:
a. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;
b. Mmmmmmmmmmmmmmmmmrhmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm,
(2) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

BAB ...
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini maka segala ketentuan hukum y
bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Desa ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ....

Hal — hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang meng
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal ....

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatabi.

Ditetapkan di : ......(Ibu Kota Desa)
pada tanggal : 200..

NAMA JELAS (Tanpa Gelar)

Diundangkan di Wangi-Wangi
padatanggal 200..

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

NAMA JELAS (Tanpa Gelar dan Nip.)

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 200.. NOMOR : .... SERI ...,



B. CONTOH 2. BENTUK PERATURAN KEPALA DESA

KOP DESA

PERATURAN KEPALA DESA............
NOMOR : TAHUN 200..

TENTANG

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Mmmmmmmmmmmmm (HURUF KAPITAL)

KEPALA DESA......ccuvnuminnsy
Menimbang :a bahwa......;
bahwa.........;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala
Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... :
(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun ..... Nomor .....Tambahan Lembaran Negara

Republik 1ndun55|a Numnr }

2. Undang Llndang Nomor ... Tahun ...
vvoeiise  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun Nomor ., Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor ...... ’J:
3. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ...
tentang.................. (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ..... Nomor ...., Tambahan Lembaran Negara Republik:
Indonesia Nomor .......);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor ..... Tahun
..tentang ........ ........ (Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun ....... Nomor ..... Seri ......}.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan . PERATURAN KEPALA DESA TENTANG MMMMMMMMMM

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

R AR
- TTERORNNRU, SRS ..

BAB ...

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Pasal ......
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm
mmmMmmmmm.

Pasal.....

(1) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmm mmmm mMMmmmmm
mmmmmmMmmM MMMMmm mmmm mmmmmm mmmmmmmm.

(2) Mmmrnmrnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

BAB ..
MMHMHHHMHHMIIHM MMHHMHHHI MMMMM MMMMMMMMMMMMM
Bagian Kesatu

Mmmmmmmmmm Mmmmmmmm Mmmmm Mmmmmm

Pasal ...
(n Mmmrnmmmrnrnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
(2) Dst;

Pasal ....
(1) Mmmmmmrnmrnmrnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
(2) Dst:

Bagian Kedua
Mmmmmmmmmmmm Mmmmm Mmmmmmm

Pasal ....
(1) Mmmmmmmmmmmmrnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

(2) Dst



BAB ...
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Pasal ...
1) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm :

a.  Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm,
b. Dst
2) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm :

a. Mmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmm,
b. Mmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmm:

1. Mmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmm,

2. Mmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmim;

PENUTUP
Pasal ..
daraturan ini mulai beraku pada tanggal diundangkan.
!'.!_;ar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa
ni dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di : ......(Ibu Kota Desa)

pada tanggal : 200..
NAMA JELAS (Tanpa Gelar)

Diundangkan di ~ Wangi-Wangi
pada tanggal  200..

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

NAMA JELAS (Tanpa Gelar dan Nip.)

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 200.. NOMOR: .. SERI...
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CONTOH 3.

BENTUK KEPUTUSAN KEPALA DESA DENGAN LAMBANG
NEGARA(GARUDA) WARNA HITAM

KOP DESA

ﬁ

KEPUTUSAN KEPALA DESA.......ccounsiens

NOMOR : TAHUN 200..

TENTANG

MMMMMM MMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMM (HURUF KAPITAL)

Menimbang

Mengingat

o

KEPALA DESA .......cccommmmminmansans '

bahwa.........;
bahwa.........;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Desa tentang Mmmmmm Mmmmm  Mmmmmm
(mengulang judul/ nomenklatur).

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang .............
oo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .....
Nomor ....TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor .......};

Undang-Undang Nomor ..... Tahun “.... tentang ..o
........... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...
Nomor ... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor .......}

Peraturan Pemerintah Nomor ..... Tahun ...... tentang...........
...... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ..... Nomor
_Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

o

Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor ... Tahun ...
tentang (Lembaran Daerah Kabupaten

Wakatobi Tahun ...... Nomor ..... Sefi ......);
Keputusan Presiden Nomor ......... Tahun... .tentang...
Keputusan Menteri .....Nomor.....Tahun....tentang.. ...
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